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Akuntansi Perpajakan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Bumi yang telah ditetapkan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dengan Nilai atau harga jual
tanah yang telah diminta oleh pemilik objek pajak tersebut. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan assessment ratio (A/R) yaitu dengan cara membagi NJOP Bumi yang telah
ditetapkan KPP dengan Harga jual tanah dengan mengacu kepada ketentuan yang telah
ditetapkan oleh IAAO yaitu nilai wajar dari hasil assessment ratio tersebut adalah diantara 0,900
sampai 1,100, jika didapat dibawah 0,900 berarti dibawah harga wajar, dan jika didapat lebih
dari 1,100 berarti diatas harga wajar. Tetapi awalnya kita harus memliki nilai abstraksi bangunan
sebagai acuan dalam penilaian bangunan. Perhitungan tidak menggunakan semua objek pajak
tetapi hanya 3 (tiga) dari 30 (tiga puluh) Objek Pajak pada data yang didapat dari KPP Pratama
Kebon Jeruk Satu dan dipat hasilnya adalah 1,57, 1,11 dan 1,17 dimana dari hasil tersebut
berdasarkan acuan IAAO adalah diatas harga wajar.dan setelah itu dilakukan penilaian mean
assessment ratio yaitu dengan melakukan rata-rata terhadap seluruh assessment ratio didalam 1
(satu) kelurahan dimana terdapat 4 kelurahan didalam KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
Dan didapat hasilnya 1,34 untuk Sukabumi Utara, 1,45 untuk Kebon Jeruk, 1,38 untuk Sukabumi
Selatan, 1,30 untuk Kelapa Dua. Dan dari seluruh kelurahan didapat hasil mean assessment
ratio-nya adalah 1,37. Dimana didalam penatapan NJOP di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk
Satu adalah terlalu besar, yang berarti potensi pajak yang didapat oleh KPP Pratama Jakarta
Kerbon Jeruk satu sudah maksimal, dan diharapkan untuk dilakukan penilaian kembali karena
terlalu besar beban masyarakat dalam membayar pajak.

Daftar Acuan 18 (1985 – 2010)

Drs. Nazmel Nazir, MBA,, Ak.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi secara terus-menerus, dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat adalah salah satu fungsi dari pemerintah. Sehubungan dengan pembangunan

ekonomi di Indonesia, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa

pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan

andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara

selaras, adil dan merata.

Dalam GBHN disebutkan juga bahwa Negara dalam melaksanakan pembangunan

nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negri hanya sebagai

pelengkap saja. Hal ini menunjukkan bahwa Negara harus mampu membangun berdasarkan

kekuatannya sendiri terutama jika warganya sadar akan membayar pajak sebagai kewajiban dan

keikutsertaannya dalam pembangunan Negara.

Sumber dana yang diperoleh Negara (Pemerintah) dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Yang berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dari sektor migas maupun non

migas terutama penerimaan dari sektor pajak dan penerimaan lainnya yang berupa penjualan

jasa, denda, keuntungan perusahaan milik Negara dan surplus anggaran tahun sebelumnya.

Berdasarkan pasal 157 Undang-undang No.32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah

terdiri dari

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari :



a. Hasil pajak daerah;

b. Hasil retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

a. Dana bagi hasil;

b. Dana alokasi umum;

c. Dana alokasi khusus;

3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dana bagi hasil dibagi menjadi 2 bagian yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak

dan dari sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak

Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang hasilnya merupakan pendapatan bagi daerah

merupakan peranan penting dalam sumber pendanaan daerah, terlebih lagi pada era otonomi

daerah saat ini. Otonomi daerah, walaupun telah diberlakukan sejak awal 2001 namun masih saja

menimbulkan berbagai kekhawatiran terutama dalam hal kesiapan daerah untuk membiayai

sendiri kegiatannya. Oleh karena itu upaya untuk mengatasi hal ini harus segera dilaksanakan

dan tidak ada jalan lain bagi daerah kecuali harus melakukan optimalisasi sumber-sumber

penerimaannya.

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diterapkan atas dasar nilai pasar dari suatu objek,

baik terhadap bumi dan atau bangunan yang dikenal dengan istilah Nilai Jual Objek Pajak



(NJOP). Dengan adanya pengenaan yang berpedoman pada NJOP, maka proses penentuan NJOP

seharusnya didasarkan pada kaidah penilaian tanah yang senantiasa memperhatikan asas keadilan

dan keterbukaan. Dalam pelaksanaan pemberlakuan pungutan pajak kepada wajib pajak, maka

suatu system pajak yang baik yang memperhatikan distribusi dari beban pajak harus adil, setiap

orang harus membayar sesuai dengan “bagiannya yang wajar” dan beban lebih pajak harus

seminimal mungkin (Mangkoesoebroto,1996:214)

Objek PBB yang cukup menarik untuk dikaji adalah Tanah. Ini mengingatkan bahwa

tanah memiliki sifat yang unik yaitu luasnya tanah yang relatif tetap sehingga pada saat luas

yang dikenakan PBB tidak dapat di tingkatkan lagi, berbeda dengan bangunan yang dapat terus

bertambah. Dalam situasi seperti ini, upaya peningkatan penerimaan PBB hanya dapat dilakukan

dengan peningkatan NJOP tanah.

Tanah sebagai permukaan bumi juga memiliki karakteristik lokasi yang tetap, dalam arti

tidak mungkin dapat dipindahkan ke lokasi lainnya, artinya tanah tidak dapat diproduksi,

ditambah maupun dikurangi, berbeda dengan sumber daya lainnya seperti hutan, bangunan, atau

yang sejenisnya.

Nilai tanah adalah kemampuan tanah memproduksi sesuatu yang secara langsung member

keuntungan ekonomis (Nasucha, 1995:30). Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tanah

adalah lokasi. faktor lokasi bermacam-macam, seperti lokasi yang berdekatan dengan kepadatan

lalu lintas, lokasi yang rawan kejahatan dan lain sebagainya. Nilai tanah mencerminkan daya

tarik suatu lokasi. Secara teoritis nilai tanah (land value) ditentukan oleh karakteristikfisik tanah

meliputi keadaan lingkungan sekitar, bentuk, ukuran, kegunaan, pemandangan, dan karakteristik



lokasi yaitu jarak antara lokasi tanah dengan pusat kota atau kawasan pusat perdagangan /

Central Bussines District (AIREA, 1992:199).

Dalam kaidah penilaian NJOP, umumnya dikenal tiga pendekatan penilaian yang

digunakan melalui estimasi suatu nilai, yaitu pendekatan perbandingan harga pasar (sales

comparison approach), pendekatan pendapatan (income capitalization approach), dan

pendekatan biaya (cost approach). Pendekatan penilaian yang umum digunakan dalam

melakukan estimasi nilai tanah adalah pendekatan perbandingan harga pasar.

Apabila dilihat dari sisi pajak, peningkatan NJOP tanah dan bangunan yang terjadi

terhadap objek pajak tanah dan bangunan yang dimilikinya sering menimbulkan pertanyaan.

Wajib pajak seringkali mempertanyakan NJOP tanah dan bangunannya naik padahal luas tanah

dan bangunan yang dimilikinya tetap dan tidak ada perubahan terhadap penggunaan tanah dan

bangunannya. Fenomena ini harus secepatnya diantisipasi oleh aparat PBB khususnya para

penilai pbb yang berwenang menentukan NJOP sehingga mereka dapat menjelaskan mengapa

terjadi pengenaan NJOP. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai dasar pengenaan PBB

sudah harus disesuaikan seiring dengan kemajuan ekonomi nasional.

Penentuan NJOP setiap tahun oleh Kantor Pelayanan Pajak sering mengalami kendala

yaitu adanya keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Oleh karena itu, agar NJOP tanah selalu up

to date artinya selalu sesuai dengan harga tanah di pasaran, maka langkah yang sederhana dan

tepat yang perlu dilakukan diantaranya adalah dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal

selain faktor internal tanah itu sendiri, seperti kondisi sosial, ekonomi maupun perkembangan

wilayah secara umum.



Wajib pajak harus memahami dengan benar seluk beluk perpajakan salah satunya dengan

mengetahui metode dan cara dalam penentuan NJOP PBB untuk mengetahui berapa besar pajak

terutang yang harus dibayar setiap tahunnya dan mengetahui NJOP sudah sesuai dengan

kewajaran serta F yang mempengaruhi NJOP PBB.

Kegunaan NJOP bumi/tanah sangatlah penting, karena tidak saja digunakan sebagai dasar

pengenaan PBB, tetapi juga untuk berbagai kepentingan yang lain, mengharuskan dilakukannya

suatu analisis didalam penentuan NJOP tanah/bumi agar dapat diperoleh NJOP yang akurat dan

sesuai dengan kewajaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menganalisa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka

penulis mengambil judul “Analisis Assessment Ratio Antara NJOP Bumi Dengan Harga Jual

Tanah pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan

bahwa inti dari fenomena permasalahan diatas adalah dimana penetapan NJOP yang dilakukan

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sudah berjalan dengan akurat, sesuai dengan kewajaran,

dan  berdasarkan Assessment Ratio. Jika terjadi underassessment maka akan terjadi kehilangan

pajak di dalam tahun berjalan, dan merupakan kerugian bagi pendapatan daerah. Dan apabila

terjadi overassessment yang merupakan pembebanan terhadap masyarakat menjadi berlebihan

Dan apakah penetapan NJOP tersebut sudah mencerminkan aspek keadilan, baik keadilan

vertikal maupun keadilan horizontal.



C. Pembatasan Masalah

Pada penulisan skripsi ini, pelayanan yang diteliti adalah pelayanan satu tempat yaitu

pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu selama tahun 2009/2010 dan penulis membatasi

ruang lingkup penulisan hanya mengenai NJOP Bumi/Tanah membandingkan dengan harga

pasar dengan menggunakan Assessment Ratio(A/R) yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta

Kebon Jeruk Satu.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan maka perumusan masalah dalam penelitian

ini, adalah:

1. Apakah NJOP Bumi yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu diatas

nilai pasar atau dibawah nilai pasar?

2. Bagaimana hasil Assessment Ratio yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu?

3. Apa yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu jika NJOP Bumi yang

ditetapkan dibawah harga pasar atau diatas harga pasar?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang proses penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi/Tanah;

2. Untuk membandingkan antara NJOP yang ditetapkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk

Satu dengan harga pasar;



3. Membantu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pratama Kebon Jeruk Satu dalam pelaksanaan

penentuan NJOP di tahun mendatang;

4. Untuk mengetahui langkah apa saja yang akan diambil oleh KPP Pratama Jakarta Kebon

Jeruk Satu untuk memperoleh NJOP yang wajar.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti menambah pengetahuan tentang bagaimana proses penilaian NJOP yang biasa

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak;

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Direktorat PBB, dapat dijadikan acuan dalam

menyusun aturan mengenai penentuan NJOP bumi/tanah;

3. Bagi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam

menentukan besarnya perubahan NJOP bumi/tanah untuk menetapkan NJOP bumi/tanah pada

tahun berikutnya sekaligus sebagai bahan menyusun rencana pokok ketetapan PBB;

4. Bagi Pemerintah Daerah, Data dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dibidang

pertanahan, khususnya mengenai perubahan fungsi lahan;

5. Bagi Masyarakat Umum, dapat memahami fenomena kenaikan NJOP atas pajak yang

dimilikinya sehingga terhindar dari kesalahpahaman dengan aparat PBB.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar

mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5

(lima) bab sebagai berikut:



BAB I PENDAHULAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang merupakan landasan

pemikiran secara garis besar alas an pemilihan judul skripsi dan mengapa

penyusun ingin melakukan penelitian dengan subjek masalah tersebut. Dalam bab

ini juga di uraikan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat peneilitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan dijelaskan aspek teoritis yang digunakan dalam penulisan

skripsi. Teori tersebut akan di ambil dari literatur, Undang-Undang perpajakan,

peraturan perpajakan dan materi lain yang relevan. Landasan teori tersebut

meliputi pemahaman tentang perpajakan secara umum, konsep-konsep dasar

perpajakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pemilihan obyek penelitian, tekhnis pengumpulan

data dan tekhnik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah, dan perkembangan serta visi dan misi KPP

PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU, struktur organisasi dan uraian



tugas, proses yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, serta

analisis dan pembahasan- terhadap objek penelitian berdasarkan perumusan

masalah-masalah yang telah dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang

dianggap perlu untuk pengembangan pada penelitian-penelitian berikutnya.
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